PESISIR SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat25651,
Laman https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 400.13.15/ 2 /DPMDPPKB/2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA FASILITAS KESEHATAN LOKASI PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG YANG
DIBIAYAI DENGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA SE-

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka penggerakan pelayanan Keluarga
Berencana Metode Jangka Panjang (KB MKJP)
menggunakan dana Bantuan Operasional Keluarga
Berencana (BOKB), perlu dilaksanakan di Fasilitas
Kesehatan dengan Pelayanan Keluarga Berencana (KB);

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan tentang Nama-nama Fasilitas
Kesehatan Yang Ditunjuk Sebagai Lokasi Pelayanan
Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP) Se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun
1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang
Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
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tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II
dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Petunjuk  Teknis Penggunaan Dana  Bantuan
Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023
Tanggal 28 Desember 2023  tentang  Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Penetapan Nama-nama Fasilitas Kesehatan Lokasi Pelayanan
Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP) Se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024
sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.

Persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pelaksana
pelayanan KB MKJP adalah: sudah terdata dalam aplikasi
www.siga.bkkbn.go.id tool K/0/Yan KB/20.

1. aktif melaksanakan pelayanan keluarga berencana pada
Pasangan Usia Subur.

2. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan
kontrasepsi pada form R/I/KB/20 dan penggunaan
alokon pada format R/II/KB/20.

3. memiliki tenaga kesehatan yang Lkompeten untuk
pelayanan KB MKJP.

Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2024.

Jadwal yang telah ditetapkan dapat berubah sewaktu waktu
dan atau bertambah jika diperlukan sesuai kebutuhan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
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dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Januari 2024

Kepala Dinas,

ZULKIFLI, S. Sos
NIP 19690218 199303 1 003
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR  : 400.13.15/  /SK/DPMDPP&KB-PS/2024
TANGGAL : JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA FASILITAS KESEHATAN LOKASI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE

KONTRASEPSI JANGKA PANJANG YANG DIBIAYAI DENGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA (BOKB) SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Lokasi dan Jadwal Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) Tahun 2024

NO

KECAMATAN NAMA FASILITAS KESEHATAN JADWAL PELAYANAN KET

KOTO XI TARUSAN 1  Puskesmas Barung Barung Belantai 7 Februari 2024

8 Mei 2024

3 Juli 2024

6 November 2024

2  Puskesmas Tarusan 21 Februari 2024

22 Mei 2024

17 Juli 2024

21 November 2024

II | BAYANG 1 Puskesmas Pasar Baru 27 Februari 2024
5 Juni 2024
11 September 2024
2 Puskesmas Koto Berapak 27 Februari 2024
IIT | BAYANG UTARA 1  Puskesmas Asam Kumbang 18 Januari 2024
21 Mei 2024
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NO

KECAMATAN

NAMA FASILITAS KESEHATAN

JADWAL PELAYANAN

27 Agustus 2024

9 Desember 2024

IV JURAI

1 Puskesmas Salido

28 Februari 2024

19 Juni 2024

16 Oktober 2024

2 Puskesmas Lumpo

29 Februari 2024

12 Juni 2024

9 Oktober 2024

3 RSKIA Permata Hati

19 Juni 2024

Tubektomi

BATANG KAPAS

1 Puskesmas Pasar Kuok

15 Mei 2024

6 Agustus 2024

2  Puskesmas IV Koto Mudik

20 Juni 2024

23 Oktober 2024

SUTERA

1 Puskesmas Surantih

12 Februari 2024

2 Mei 2024

1 Agustus 2024

3 Oktober 2024

2 Puskesmas Kayu Gadang

19 Februari 2024

9 Mei 2024

8 Agustus 2024

10 Oktober 2024

VII

LENGAYANG

1 Puskesmas Kambang

20 Februari 2024

9 Juli 2024

| NO | KECAMATAN

NAMA FASILITAS KESEHATAN

JADWAL PELAYANAN

KET
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9 September 2024

Puskesmas Koto Baru

13 Mai 2024

25 Oktober 2024

VIII

RANAH PESISIR

Puskesmas Balai Selasa

18 Januari 2024

15 Mei 2024

13 Juni 2024

Vasektomi

10 Juli 2024

16 Oktober 2024

LINGGO SARI BAGANTI

Puskesmas Air Haji

27 Februari 2024

28 Mei 2024

23 Juli 2024

19 November 2024

PANCUNG SOAL

Puskesmas Inderapura

8 Mei 2024

11 Juli 2024

23 Oktober 2024

AIR PURA

Puskesmas Airpura

21 Februari 2024

19 Juni 2024

21 Agustus 2024

16 Oktober 2024

XII

BASA AMPEK BALAI TAPAN

Puskesmas Tapan

21 Februari 2024

15 Mei 2024

17 Juli 2024

NO

KECAMATAN

NAMA FASILITAS KESEHATAN

JADWAL PELAYANAN

13 November 2024
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XIII | RANAH AMPEK HULU TAPAN 1  Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan | 30 April 2024

24 Oktober 2024
XIV | LUNANG 1  Puskesmas Tanjung Beringin 22 Mei 2024

21 Agustus 2024

20 November 2024
XV | SILAUT 1  Puskesmas Tanjung Makmur 20 Februari 2024

24 Juni 2024

21 Oktober 2024

Kepala Dinas,

ZULKIFLI, S. Sos
NIP 19690218 199303 1 003
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